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ABSTRACT

THE EFFECT OF LOCAL GOVERNMENT REVENUE, TRANSFER FUNDS
AND POPULATION ON FISCAL CAPACITY RATIO IN LAMPUNG
PROVINCE FROM 2017-2022

By
ANNISA FITRIA

This study aims to determine the effect of Regional Original Revenue Growth,
Transfer Fund, and Population Growth on Fiscal Capacity Ratio in Lampung
Province in 2017-2022, This study uses secondary data obtained from the Ministry of
Finance. The results of panel data regression analvsis with the selected model,
namely the Fived Effect Model (FEM ), show that the independent variable, namely
the Growth of Regional Original Revenue, has a significant effect on the Fiscal
Capacity Ratio and the Transfer Fund has not had a significant effect on the Fiscal
Capacity Ratio. population has not had a significant effect on the Fiscal Capacity
Ratio It is hoped that this research can help the government to further optimize the
potential of PAD to create regional independence..

Keywords: Fiscal Capacity Ratio. Local Goverment Revenue, Transfer Funds,
Population, Panel Data



ABSTRAK

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA TRANSFER, DAN
JUMLAH PENDUDUK TERHADAP RASIO KAPASITAS FISKAL DI
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017-2022

OLEH

ANNISA FITRIA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana
Transfer, dan Jumlah Penduduk terhadap Rasio Kapasitas Fiskal di Provinsi
Lampung tahun 2017-2022. Penelitan ini menggunakan data sekunder yang
diperoleh dan kementrian keuangan. Alat analisis yang digunakan adalah analisis
regresi berganda data panel dengan menggunakan E-views 9 Hasil analisis regresi
data panel dengan model vang terpilih yaitu Fived Effect Model (FEM) menunjukan
bahwa variabel bebas yaitu Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap
Rasio Kapasitas Fiskal. Dana Transfer belum berpengaruh vang sienifikan terhadap
Rasio Kapasitas Fiskal Jumlah Penduduk belum berpengaruh signifikan terhadap
Rasio Kapasitas Fiskal Diharapkan penelitian i1 dapat membantu pemerintah untuk
lebih mengoptimalkan potensi PAD untuk menciptakan kemandirian daerah.

Kata Kunci : Rasio Kapasitas Fiskal, Pendapatan Ashi Daerah, Dana Transfer, Jumlah
Penduduk, Data Panel
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L PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi  daerah menjadi  salah satu rencana pembangunan yang kini
dilakukan Indonesia. Pergeseran sistem desentralisasi ke dekonsentrasi
disebut proses otonomi daerah (Suryana, 2000). Pertumbuhan ekonomi yang
meningkat dan meratanya pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan
mengurangi  ketimpangan daerah untuk menjamin  adanya pemerataan
pembangunan secara optimal merupakan tujuan dan sasaran pembangunan
otonomi daerah, selain untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pelayanan
masyarakat. Agar hal i dapat tercapai, maka harus mempertimbangkan
potensi dan keunikan masing-masing daerah (Deddy, 2002).

Indonesia memberikan banyak kebebasan kepada pemerintah  daerah
kabupaten/kota dalam mengambil keputusan. Pemerintah pusat berupaya
mempercepal pembangunan regional dan pertumbuhan ekonomi melalui
otonomi daerah. Pemerintah daerah perlu meningkatkan layanan publik agar
lebih efekuif. efisien, dan responsif terhadap tuntutan masyarakat. Selain
mengupayakan otonomi daerah dalam pengelolaan wilayah, pemerintah juga
harus mampu mengelola dan menggali potensi masing-masing wilayah
dengan baik untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Dengan tersedianya otonomi daerah, suatu daerah mampu meningkatkan
kinerja keuangannya schingga mampu mencapai kemandirian dan menggali
potensi daerahnya (Khusaini, 2006). Agar suatu wilayah dianggap mandiri
secara finansial dan mampu mengembangkan daerahnya sendiri, maka



wilayah tersebut harus mampu mengelola anggarannya sendiri. Salah satu ciri
vang paling jelas bahwa suatu daerah dapat berfungsi secara mandiri adalah
kemampuannya dalam mengelola keuangannya sendiri. Hal ini menuntut
daerah otonom mempunyai kompetensi dalam mengelola keuangannya sendiri,
mempunyai  kekuasaan dalam memanfaatkan sumber daya daerah, dan
mempunyai pendapatan yang cukup untuk mendanai keperluan belanja daerah.
Dalam rangka mengurangi ketergantungan pada pemerintah negara, kebijakan
dana transfer mengharuskan pemerintah pusat untuk memastikan bahwa
pendapatan asli daerah adalah komponen paling utama dani pendanaan
terbesar.

Dengan demikian, kemampuan fiskal suvatu daerah menjadi tolak ukur
kemandiriannya. Kapasitas Fiskal menunjukkan keuangan suatu daerah dan
memungkinkan pemerintah daerah memahami kondisi sektor keuangan
masyarakal setempat. Sesuar 193/PME.07/2022, gambaran kapasitas fiskal
dicerminkan melalui pendapatan APBD vang dikurangi belanja daerah. Yang
bukan terdiri dari dana alokasi khusus, dana pinjaman lama, dana darurat, atao
pendapatan yang penggunaannya terbatas pada pembiayaan belanja tertentu
yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan tugas pemerintahan. Salah satu
ukuran otonomi daerah adalah kemandirian daerah yvang dikelompokan dalam
rasio kapasitas fiskal daerah (RKFD), yang mengklasifikasikan daerahnya
berdasarkan kemampuan fiskalnya vang sangat tinggi, sedang, hingga rendah.



Tabel 1.1 Rasio Kapasitas Fiskal Kabupaten dan Kota di Provinsi

Lampung Tahun 2022

Kahupaten/kota ~ RKF Kategori Kabupatenkota REF Kategori
Prov. Lampung 158 Rendah Tulang Bawang  1.57  Sedang
Lampung Barat 1.26  Rendah Pesawaran 150  Sedang
Tanggamus 164  Sedang Pringsewu 1.17  Sangat rendah
Lampung Selatan  1.34  Rendah Mesuji 205  Tinggi
Lampung Timur 142 Rendah T Bawang Barat 1.35  Rendah
Lampung Tengah 1.39  Rendah Pesisir Barat 215 Tinggi
Lampung Utara (.87  Sangatrendah Bandar Lampung 1.34  Rendah

Way Kanan 1.35 Rendah Metro 1.12  Sangat rendah

Sumber : Kemenken Tahun 2022

Pada tahun 2022, dari 13 kabupaten dan 2 kota yang termasuk dalam Provinsi
Lampung, hanya Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Pesisir Barat vang
memiliki rasio kapasitas fiskal dalam kategori tinggi, sesuai Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia No 193/PME.07/2022 tentang Peta Kapasitas
Fiskal Daerah. Bahkan ada juga yang tergolong sangat rendah yaitu kabupaten
Pringsewu, Lampung Utara, dan kota Metro. Sedangkan pada lingkup
Provinsi Lampung pada tahun 2022 yang masih tergolong rendah yaitu
dengan rasio sebesar 1,580, bahkan mengalami penurunan dari tahun 2021
dengan kategori sedang. Rasio kapasitas fiskal yang rendah menunjukan
bahwa sebagian besar kabupaten dan kota di provinsi Lampung anggaran
pendapatannya lebih rendah dibanding belanja daerah.

Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan, dan sumber lainnya yang sah adalah sumber Pendapatan Asli
Daerah yang menjadi sumber keuangan negara serta telah dialihkan kepada
Pemerintah Daerah sesuai dalam UU No. 33 Tahun 2004. Agar PAD dapat
mencerminkan kemandirian, maka perlu adanya pendanaan dan daerah itu
sendiri. Kemampuan suatu daerah dalam membiayal daerahnya ditunjukkan
oleh kuatnya struktur PAD yang dimilikinya. Seiring dengan semakin



banyaknya wewenang dan sumber daya yang diberikan pada pemerintah
regional, termasuk sumber daya manusia, pembiayaan, dan dokumen ke
daerah, maka kebutuhan akan PAD pun semakin meningkat (Wahyudi, 2010).
Untuk mendukung otonomi, pemerintah daerah perlu lebih inventif dan kreatif
dalam meningkatkan PAD dan memberikan fleksibilitas belanja APBD,
meskipun jumlah dana perimbangan yang ditransfer oleh pemerintah negara
cukup memadai.

Sebanyak Rp 4.73 triliun realisasi APBD Provinsi Lampung pada triwulan 111
tahun 2022, menurut Badan Pusat Statistik Provinst Lampung. Jumlah
tersebut mencapai 72,18% dari target pendapatan tahun 2022 yang sebesar
Rp6.56 tnliun. Hal ini nampaknya membaik dibandingkan tahun 2021, meski
nominal pendapatan APBD 2021 lebih tinggi vaitu Rp5,09 triliun, namun
target pendapatan yang terserap hanya 67,54%. Meskipun Pendapatan
Transfer turun sebesar -0,32% vear on year, namun pertumbuhan tersebut
didorong oleh kenaikan realisasi penerimaan pos dari Pendapatan Asli Daerah
sebesar 12,80% year on year. Sumber-sumber PAD itu sendini meningkatkan
penerimaan PAD masing-masing sebesar 82,76% dan 58.54% bersumber dari
Pajak Daerah & PAD lamnnya yang sah. Realisasi komponen Pajak Daerah
tahun 2022 meningkat sebesar 15,66% (yoy) dan komponen PAD Lain-lain
vang Sah meningkat sebesar 12,02% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya.
Realisasi komponen Pendapatan Transfer Antar Daerah juga mengalami
peningkatan pada pos Pendapatan Transfer yaitu sebesar 351.51% (voy).
Terdapat penurunan dibandingkan tahun sebelumnya pada realisasi anggaran
belanja tahun 2022, Jumlah tahun ini lebih besar dibandingkan tahun lalu
vaitu sebesar Rpd,26 triliun atan 56,40 persen dari sasaran belanja APBD
tahun 2021.

Pemerintah Daerah Provinsi Lampung memiliki PAD sebesar 8.87%, berada
di bawah rata-rata daerah sebesar 25%, TKDD sebesar 80%, dan Pendapatan



Lain-lain sebesar 10,43%. Oleh karena itu, PAD termasuk dalam kategon
kapasitas keuangan dacrah Lampung “sangat rendah™ (8,87 persen), vang
menunjukkan bahwa secara Keseluruhan, kemampuan untuk memenuhi
kebutuhan pembiayaan untuk tanggung jawab pemerintah, pembangunan, dan
pelavanan sosial masih sangat rendah. Selain potensi PAD, dalam
menyeimbangkan  kapasitas  fiskal juga didorong oleh dana transfer
pemerintah pusat. Dana tersebut akan ditransfer oleh pusat kepada daerah
untuk memenuhi ketimpangan antar darah (Yuliana; Adi Wijaya; Mauliadi,
2021). Sumber pendapatan disuatu daerah sangat penting diperhatikan karena
sumber inilah yang menjadi penopang utama pembangunan daerah serta
sebagai bentuk kontribusi dan masyarakat setempat..

Peningkatan kualitas desentralisasi fiskal melalui pemulihan ekonomi dan
peningkatan kinerja daerah menjadi tujuan kebijakan transfer ke daerah dan
dana desa tahun 2022, Strategi peningkatan kualitas belanja yang bertujuan
untuk mencapal pemerataan daerah didanai oleh TKDD., Total alokasi dana
TKDD Provinsi Lampung pada tahun 2022 senilai Rp21,18 triliun yang
termasuk pada Dana Bagi hasil realisasi penuh Rp 711,23 miliar dan dana
alokasi umum Rpl2.021,11 mihar. (BPS Provinsi Lampung )

Peneliti Herdiyana, (2019) menemukan bahwa PAD dan DBH merupakan
unsur yang paling berpengaruh pada Peta Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) di
provinsi, sedangkan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana
Bagi Hasil merupakan unsur yang paling berpengaruh bagi kabupaten/kota.
Jika rasio PAD/DBH terhadap pendapatan tinggi di daerah tertentu, maka
memiliki Indeks KFD yang baik begitupun sebaliknya jika PAD rendah maka
memiliki Indeks KFD rendah. Di daerah yang pemerintah provinsinya
mempunyal Indeks KFD rendah, mayoritas kabupaten dan kota mempunyai
Indeks KFD rendah . Sebaliknya, di daerah yang pemerintah provinsinya



mempunyai Indeks KFD yang tinggi, mayoritas kabupaten serta kota juga
mempunyai indeks Kapasitas Fiskal Daerah vang tinggi.

Penduduk adalah elemen krusial dalam perencanaan pembangunan daerah
karena mereka merupakan sumber daya manusia vang esensial untuk
memastikan pelaksanaan rencana berjalan dengan efektif. Penduduk merujuk
pada individu yang tinggal secara menetap dalam suvatu wilayah. Menurut
buku Todaro (2000) menyebutkan pertumbuban penduduk bukan suatu
masalah Pada tingkat moderat, jumlah penduduk memberikan dampak positif
terhadap pembangunan ekonomi, baik di negara maju maupun negara
berkembang. Peningkatan jumlah penduduk membawa lebih banyak ide,
individu berbakat, dan tenaga ahli, yang pada akhirnya mendorong
perkembangan teknologi. Penduduk menjadi suatu keuntungan dalam jangka
panjang kaerna pembangunan ekonom didorong Pertumbuhan penduduk.
Semakin besar jumlah penduduk, semakin tinggi permintaan terhadap barang-
barang konsumsi. Hal imi mendorong “eckonomu skala” dalam produksi, yvang
pada gilirannya menurunkan biaya produksi. Dengan menmgkatnya jumlah
penduduk, penerimaan pendapatan daerah juga dapat terpengaruh, vang
selanjutnya mendorong peningkatan produksi, memperluas usaha yang ada,
dan mendorong pendirian usaha baru di sektor produksi

Oleh karena itu, untuk mencapai otonomi daerah yang dibiayai oleh
pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan sumber-sumber lainnya,
suatu daerah harus mencari cara untuk meningkatkan dan menumbuhkan rasio
kapasitas fiskalnya. Oleh karena iu, untuk mewujudkan keseimbangan
anggaran, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap daerah mempunyai
sumber dava wyang diperlukan, termasuk kemampuan mempertahankan
pendapatan asli daerah dan sumber-sumber lain, sehingga setiap daerah dapat

mandiri secara finansial.



Peningkatan rasio kapasitas fiskal daerah sangatlah penting oleh karena itu
perlu melakukan suatu upaya untuk melihat sejauh mana potensi ekonomi
dapat dimanfaatkan dan dijadikan pendapatan daerah. Karena terbatasnya
sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan desentralisasi, masing-masing
daerah tdak dapat berfungsi secara optimal dan masih bergantung pada
pendanaan pemerintah pusat. Dengan demikian penulis akan mengkaji
hubungan rasio kapasitas fiskal daerah Provinsi Lampung dengan Pendapatan
Ash Daerah, Dana Transfer dan Jumlah Penduduk tahun 2017 hingga tahun
2022,

. Bumunsan Masalah

Dalam penelitian ini, maka dirumuskan masalah berdasarkan penjelasan

sebelumnya sebaga berikut ini:

1. Pendapatan Ashi Daerah mengalami penmingkatan tetapi rasio kapasitas
fiskal di Provinsi Lampung masih rendah dan juga masih ada kabupaten
yang tergolong sangat rendah. Oleh karena itu bagaimana pengaruh
Pendapatan Ash Daerah terhadap rasio kapasitas fiskal Provinsi Lampung.

2. Dana Transfer mengalami peningkatan, tetapi rasio kapasitas fiskal di
Provinsi Lampung masih rendah dan juga masih ada kabupaten yang
tergolong sangat rendah. Oleh karena itu bagaimana pengaruh Dana
Transfer terhadap rasio kapasitas fiskal Provinsi Lampung.

3. Jumlah Penduduk mengalami peningkatan, tetapi rasio kapasitas fiskal di
Provinsi Lampung masih rendah dan juga masih ada kabupaten yang
tergolong sangat rendah. Oleh karena itu bagaimana pengaruh Jumlah
Penduduk terhadap rasio kapasitas fiskal Provins: Lampung

4. Bagamana pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dana Transfer dan Jumlah
Penduduk secara bersama-sama terhadap Rasio Kapasitas Fiskal Provinsi

Lampung.



C. Tujuan Penelitian
Dari rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka terdapat tujuan dalam

penelitian 1 sebagai berikut :

Menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap rasio kapasitas
fiskal di Provinsi Lampung pada tahun 2017-2022.

. Menganahisis pengaruh Dana Transfer terhadap rasio kapasitas fiskal di

Provinsi Lampung pada tahun 2017-2022.

. Menganahisis pengaruh Jumlah Penduduk terhadap rasio kapasitas fiskal

Di Provinsi Lampung pada tahun 2017-2022.

Menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dana Transfer dan
Jumlah Penduduk secara bersama-sama terhadap Rasio Kapasitas Fiskal
Provinsi Lampung.

D. Manfaat Penelitian

l.

Diharapkan pada penelitian i1 dapat dijadikan ilmu mengena kapasitas
fiskal daerah.

Dalam penehitian imi diharapkan dapat menjadi acuan bagi penulis
berikutnya.

Dalam penelitian ini1 diharapkan dapat menjadi tinjauan pustaka bagi
penelitian-penelitian lainnya.

Temuan penelitian ini juga akan mendorong para pengambil kebijakan di
Provinsi Lampung untuk memikirkan cara untuk meningkatkan rasio
kapasitas fiskal daerah.



IL TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjanan Teoritis
1. Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal adalah metode yang digunakan oleh negara untuk
mengelola sektor publik, yang biasanya mencerminkan perbedaan sejarah,
kondisi geografis, keseimbangan politik, tujuan kebijakan, dan karakteristik
unik darn masing-masing negara (Bird dan Vallaincort, 2000: 15).
Berdasarkan Pasal 2 UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah, prinsip-prinsip utama desentralisasi
fiskal meliputi:

a. Desentralisasi fiskal harus terintegrasi dalam sistem Keuangan Negara
secbagai bagian dari pembagian tugas antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

b. Penyaluran keuangan ke daerah harus sesuai dengan tugas yang diserahkan,
menjaga stabilitas ekonomi nasional, dan keseimbangan fiskal antara pusat
dan daerah serta antar daerah.

¢. Perimbangan Keuangan harus menciptakan sistem menyeluruh untuk

pendanaan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Kebijakan desentralisasi fiskal bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal
antara pusat dan daerah serta antar daerah, meningkatkan kualitas pelayanan
publik, mengurangi disparitas layanan, dan efisiensi sumber daya nasional.
Kebijakan ini menekankan tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel
dalam transfer ke daerah serta mendukung kesinambungan fiskal makro.
Pemerintah daerah dibenn wewenang memungut pajak dan retribusi, dengan

transfer meliputi Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus.
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2., Monomi Daerah

Kata Latin "autos” (berarti "dinn" atau "pemerintahan”) dan "nomos" (yang
berarti "pemerintahan sendiri”). Dengan demikian, pengaturan mandiri dan
pemerintahan mandini adalah definisi otonomi yang merupakan tanggung
jawab, kewewenangan, dan hak daerah otonomi untuk menyelenggarakan
serta mengawasi  kegiatan  pemerintah  dan  kepentingan masyarakat
berdasarkan pada ketentnan undang-undang, sebagaimana tercantum dalam
undang-undang no. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Hakikat
otonomi yaitu kemampuan menjalankan urusanya sendiri dalam suatu wilayah
yang mandin, dengan memperhatikan kebutuhan daerah berdasarkan sumber

daya dan potensinya.

Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 diubah menjadi Undang-
Undang Nomor 32 dan 33 Tabhun 2004 melakukan beberapa perubahan besar
dengan nuansa sentralistik. Tujuan dari  revisi 1m adalah  untuk
membangkitkan kembali semangat kebebasan didaerah, seperti yang tertuang
pada undang-undang awal. Dalam penulisan ulang undang-undang no. 32 dan
33 pada tahun 2004 paradigma yang dianut adalah pembangunan nasional
harus dilaksanakan dan sudut pandang masvarakat daerah, bukan atas
pemerintah pusat.

Pada tahun 1974, UU No. 5 diundangkan dengan tujuan “membangun
otonomi daerah yang benar-benar nyata dan bertanggung jawab”. Ini
merupakan pengenalan pertama mengenai otonomi daerah di Indonesia.
Kombinasi antara pemerintahan pusat vang kuat dan otonomi sangatlah berarti
bagi negara yang mempunyai wilayvah sangat luas untuk mencapai kemajuan.
Beberapa langkah, terutama UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, mengubah rezim desentralisasi serta otonomi

semu yang menyebabkan sentralisasi menjadi desentralisasi jenis baru, Saat



11

ini pemerintahan daerah diatur oleh UU no 32 Tahun 2004 1 adalah versi
terbaru dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1999,

3. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan yvang diterima suatu daerah bersumber dan potensi yang ada di
daerahnya sendiri dan dilakukan menurut norma atau peraturan daera disebut
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena ini menunjukkan berapa banyak dana
yang harus dikelvarkan suatu daerah untuk hal-hal seperti pembangunan
daerah dan program pemerintah, maka sektor pendapatan daerah sangatlah
penting. Pendapatan yvang dihasilkan dan sumber-sumber dalam suatu daerah
disebut dengan Pendapatan Asli Daerah. Kemampuan suatu daerah dalam
menjalankan inisiatif pada pembangunan daerah berkorelasi langsung dengan
tingkat pengaruh Pendapatan Asli Daera terhadap keuangan daerah (Carunia,
2017).

Pendapatan yang terdin dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan
kekayaan daerah, dan sumber-sumber sah lainnya, merupakan komponen dari
Pendapatan Ashi Daerah (PAD). Ada banyak pilihan dalam meningkatkan
pendapatan asli daerah setara atan melebihi potensi pendapatannya, namun
secara umum, intensifikasi dan ekstensifikasi adalah dua strategi terbaik untuk
memaksimalkan PAD. Yang pertama digunakan untuk hukuman, yang berarti
memperkirakan potensi dengan seakurat mungkin sehingga tujuan pendapatan
mendekati potensi tersebut, sedangkan yang kedua digunakan untuk mencari
sumber pajak lain atan uwntuk menarik wajib pajak (Carunia, 2017).
Pendapatan ash daerah sebagaimana tercantum pada “Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009 Republik Indonesia meliputi pendapatan pajak daerah,
retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
pendapatan asli daerah lainnya yang sah berasal darn wilayah bersangkutan.
Kemampuan pemerintah daerah untuk membawa tanggung jawab vang besar
berbanding lurus dengan proporsi pendapatan ash daerah. Meski demikian,
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ketergantungan terhadap pusat makin meningkat seiring dengan menurunnya

proporsi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerahnya™.
Komponen PAD

Sesuai dengan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 Sumber Pendapatan Ash
Daerah yang mana dalam Pasal 6 mehiputi “pendapatan pajak daerah, retribusi
daerah, pendapatan badan usaha milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan
dacrah lain yang dapat dibedakan secara tersendiri”. Hal ini membantu
menjaga keseimbangan keuangan antar wilayah pusat dan daerah. Pendapatan
daerah wvang sah berasal dari berbagai sumber, antara lain sumbangan
pemerintah, yvang meliputi sumbangan yang sah menurut undang-undang,
seria sumber pendapatan lain yang sah, seperti:

a. Pajak daerah

Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 vang mengubah Undang-
Undang No. 8 Tahun 1997, “pajak dacrah didefimisikan sebagai kontribusi
wajib yang diberikan oleh individu atau badan kepada pemerintah daerah
tanpa mmbalan langsung, dan digunakan untuk membiayal pelaksanaan
pembangunan oleh pemenintah daerah™ Pajak daerah, sebagair salah satu
sumber pendapatan negara, memainkan peran krusial dalam mendanai
berbagai pengeluaran, termasuk pembangunan (Mardiasmo, 2011).

b. Retribusi Daerah

Retribusi adalah pajak di tingkat daerah yang dibayarkan oleh masyarakat dan
dunia usaha untuk menutupi biaya berbagai layanan dan 1zin yang ditawarkan
oleh pemermmtah daerah (Sutedi, 2008). Tujuan retribusi sebagaimana
tercantum pada “Undang-Undang No.28 Tahun 2009 untuk mendanai
pemberian jasa tertentu dan pemberian izin tertentu oleh pemerintah daerah
kepada orang atau badan usaha™ Oleh karena itu, pemerintah daerah



memberikan izin tertentu atau memungut retribusi daerah dari orang ataw

perusahaan sebagai imbalan atas jasanya.

¢. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
lainnya yang Dipisahkan

Porsi pendapatan BUMD yang diperoleh pemerintah regional juga menjadi
sumber pendapatan PAD cukup besar, menduduki peringkat ketiga setelah
retribusi dan pajak daerah. Menciptakan lapangan kerja atau mendorong
pertumbuhan ekonomi daerah menjadi tujuan utama dibangunnya BUMD.
Tak hanya itu, BUMD berkontribusi terhadap pendapatan daerah dan bantuan
dalam pengabdian kepada masyarakat.

Keuntungan badan usaha milik daerah, Keuntungan lembaga keuvangan bank,
Keuntungan lembaga keuangan bukan bank, dan Keuntungan laporan modal
dan investasi merupakan contoh jenis penghasilan yang diklasifikasikan
berdasarkan Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 33, Adapun jenis usaha
ini mendapat bagian yang adil dari keuntungan pengelolaan kekayaan daerah.

d. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Ayat 3 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Selain keuntungan
perusahaan daerah, PAD lain-lain yang sah antara lain keuntungan hasil bank
dan lembaga keuangan bukan bank serta keuntungan laporan modal dan

investasi..
4. Pendapatan Transfer

Berdasarkan pada peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 jika bicara
mengenal  desentralisasi dan pengelolaan keuangan daerah, pendapatan
transfer mengacu pada APBN atau vang APBD provinsi vang dikinm ke
daerah. Daerah-daerah tersebut  kemudian diberi kewenangan untuk
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membelanjakan  uang  tersebut  sesuai  keinginan mereka. Komponen
pendapatan transfer adalah:

A. Pendapatan transfer pemerintah pusat,

Artinya, dana APBN yang dikirim ke daerah dimaksudkan agar digunakan
berdasarkan dengan kewenangan untuk menunjang kebutuhan daerah dalam

melakukan proses desentrallisasi. Pendapatan ini termasuk:

a. Dana perimbangan, Secara spesifik, ada tiga jenis dana yvang disalurkan dari
pendapatan APBN yaitu dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi
khusus. Tujuannya adalah mendukung kebutuhan daera dalam melakukan

desentralisasi dan meratanya kemampuan kevangan tiap daerah.

b. Dana insentif daerah, misalnya, dana APBN disalurkan ke berbagai daerah
berdasarkan Kriteria tertentu sebagar penghargaan atas kinerja atau kemajuan

vang luar biasa.

c. Dana otonomi khusus, Artinya, dana APBN yang ditransfer pada daerah
otonom sesual aturan sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang.

d. Dana keistimewaan, khususnya dana APBN vang disalurkan ke daerah-
daerah yang sudah ditentukan berdasarkan amanat peraturan undang-undang.

e. Dana desa, Secara khusus, dana APBN vang diperuntukkan bagi desa
disalurkan melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan agar
mendukung  tugas-tugas  administrasi, proyvek pembangunan, inisiatif
pemberdayaan masyarakat, dan proyek pembangunan.

B. Pendapatan transfer antar-daerah,

Secara khusus, dana APBD provinsi yang masuk ke daerah dimaksudkan
untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah dalam menunjang

kebutuhan daerah untuk melakukan proses desentrallisasi, Yang terdiri atas:



a. Pendapatan bagi hasil, khususnya vang yang berasal dari pendapatan suatu
daerah dan dikirim ke daerah lain menurut proporsi yang telah ditentukan dan
dituangkan dalam undang-undang.

b. Bantuan kevangan, khususnya, dana yang dipinjam dari daerah lain dem
kepentingan regional, pemingkatan kemampuan kevangan vang lebih setara,
atau tujuan lain yang telah ditetapkan.

5. Jumilah Penduduk

Berdasarkan data Badan Pusat Statisuk (BPS) 2022, penduduk adalah
individu yang tinggal di Indonesia selama enam bulan atau lebih, atau kurang
dari enam bulan namun berniat menetap. Definisi imi mencakup semua orang
vang tinggal di wilavah geografis Indonesia baik untuk jangka wakiu panjang
maupun pendek dengan tujuan menetap. Selain itu, Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, seperti vang dikutip
dalam Thea (2022), menyebutkan bahwa penduduk meliputi Warga Negara
Indonesia (WNI) dan orang asing yang tinggal di Indonesia. Dengan
demikian, penduduk Indonesia terdiri dari WNI dan WNA, menambah
keragaman budaya dan karakteristik di negara ini.

Kartomo Wirosuhardjo (2022), seorang ahli, menvatakan bahwa penduduk
adalah sejumlah individu vang tinggal di suatu wilayah tertentu. Berdasarkan
pengertian ini, seseorang vang tinggal di swatu daerah, baik WNI maupun
WNA, dapat dianggap sebagai penduduk. Mereka yang tinggal di suatu
wilayah akan terikat oleh norma sosial, budaya, politik, serta hak dan
kewajiban yang berlaku di wilayah tersebut.

Jumlah penduduk di suatu daerah memainkan beberapa peran penting. Selain
sebagai produsen, penduduk juga berperan sebagai konsumen. Populasi yang
besar akan meningkatkan penawaran dan permintaan dalam aktivitas
ekonomi, vang pada akhirnya menguntungkan berbagai pihak. Peningkatan
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aktivitas ekonom di suatu wilayah juga akan berdampak pada penerimaan
daerah, seperti pajak dan retribusi. Pajak dan retribusi daerah menjadi salah
satu sumber Pendapatan Ash Daerah (PAD) yang mendukung kemandirian
keuangan daerah.

6. Kemandirian Daerah

Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan sejauh mana Pemerintah
Daerah dapat membiayai pemerintahan, pembangunan, dan layanan
masyarakat melalui pendapatan dari pajak dan retribusi. Hubungan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  perlu  disesuaikan  dengan
kemampuan keuangan daerah, meskipun pengukuran kemampuan ini dapat
bervariasi. Paul Hersey dan Kenneth Blanchard (dalam Abdul Halim, 2007:
168-169) mengidentifikasi empat pola hubungan dalam konteks Otonomi
Daerah sesuar dengan “UU Nomor 33 dan 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Kenangan™:

a. Pola Hubungan Interakuf, Pemerintah Pusat memiliki peran dominan,
sementara Pemerintah Daerah masih belum sepenuhnya mandin dalam
menjalankan otonomi..

b. Pola Hubungan Konsultatif, Pemerintah Pusat mengurangi campur tangan,
karena daerah dianggap lebih mampu menjalankan otonomi..

¢. Pola Hubungan Partisipatif, Peranan Pemerintah Pusat menurun seiring
meningkatnya kemandirian daerah dalam mengelola urusan otonom.

d. Pola Hubungan Delegatif, Pemerintah Pusat tidak terlibat, karena daerah
sepenuhnya mandiri dalam menjalankan Otonomi Daerah.

Perbedaan pola hubungan dan tingkat kemandirian antar daerah muncul

karena variasi dalam potensi sumber daya alam dan manusia.
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Konsep Kemandirian Fisikal

Pembangunan daerah adalah bagian penting dari pembangunan nasional
bertujuan mencapai efisiensi, pemerataan, dan keberlanjutan dengan fokus
lokal pada aspek sosial ekonomi. Pergeseran dari sentrahsasi ke desentralisasi
menjadikan  pemerintah  daerah  sebagai mitra pemerintah pusat dalam
pembangunan nasional. Untuk mencapai tujuan ini, daerah perlu memliki
dukungan keuvangan wvang memadai agar dapat memenuhi  kebutuhan
pembangunannya secara mandiri. Kartasasmita, seperti dikutip dalam Triastuti
{2005), menekankan bahwa kemandirian adalah inti kemerdekaan, vaitu hak
untuk menentukan nasib dan mengelola kepentingan sendiri. Otonomi daerah
bertujuan memberikan kesempatan bagi daerah untuk mandin dalam
pengelolaan keuangan melalui desentralisasi fiskal, vang penting untuk
pertumbuhan ekonomi lokal.

Halim (2007) mengidentifikasi dua cin wama daerah yang  mampu

melaksanakan olonomi:

a. Kemampuan Keuangan Daerah, Daerah harus dapat menggali, mengelola,
dan mengpgunakan sumber pendapatannya sendiri untuk  mendanai
pemerintahannya.

b. Ketergantungan pada Bantuan Pemerintah Pusa, Harus diminimalkan
dengan mengandalkan PAD sebagai sumber utama pendapatan, didorong
kebijakan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Kedua aspek ini memengaruhi pola hubungan kevangan antara pemerintah
pusat dan daerah. Semakin baik kinerja keuangan daerah, semakin besar
kemampuannya untuk membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bergantung
pada pemerintah pusat. Kinerja kevangan wang baik  menunjukkan
kemandirian daerah dalam mendanai pembangunan dan pelaksanaan otonomi.
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Semakin baik kinerja keuangan daerah, semakin besar kemampuannya untuk
membiayar pengeluaran tanpa bergantung pada bantuan pemerintah pusat.
Kontribusi PAD vang tinggi dan kemampuan daerah untuk memenuhi
kebutuhan sendiri menunjukkan kinerja keuangan yang baik. Kinerja
keuangan yang solid mencerminkan kemandirian daerah dalam membiayai
pembangunan dan melaksanakan otonomi.

7. Teori Kapasitas Fiskal

Kata "fiskal” dalam bahasa Inggris mempunyai beberapa arti literal, termasuk
pajak, pendapatan publik, dan utang publik, dan akar etimologinya adalah kata
Latin "fiscus”, yvang merupakan nama pribadi pada zaman Romawi dari orang
vang memegang keuangan pertama. Sedangkan fiskal dikaitkan dengan
masalah pajak atau penerimaan negara menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia. Tujuan kebijakan ini yaitu memperkuat ketahanan perekonomian
agar menyesuaikan pengeluaran dan pendapatan pemerintah, Menurut Ibrahim
(2013), kebijakan fiskal adalah cara pemerintah mengendalikan kinerja
perekonomian dengan menggunakan alat-alat seperti perpajakan dan belanja
untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan. Menurut Muta'al
(2015), kemampuan kevangan pemerintah daerah agar secara mandin
mendanal operasional, pembangunan, dan pelayanan pubhk merupakan tolok

ukur otonom fiskal yang dimilikinya.

Kebijakan Nomor 193/PME.07/2022 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah
Singkatnya KFD; “kemampuan tiap dacrah dalam mengelola keuangannya
sendini vang  ditunjukkan dengan pendapatan daerah dan  penerimaan
pembiayaan daerah tertentu dikurangi pendapatan yang sudah ditentukan
penggunaannya, belanja daerah tertentu, dan belanja pembiayaan daerah
tertentu, Sedangkan Peta Kapasitas Fiskal Daerah merupakan pengkategonan
kemampuan dalam mengelola kevangan menurut Rasio Kapasitas Fiskal
Daerah. Dengan menggunakan rasio im, kita dapat mengklasifikasikan
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daerah-daerah yang memiliki kemampuan fiskal sangat tinggi, tinggi, sedang,
atan rendah. Sebaliknya, daerah pertumbuhan yang tidak memiliki APBD
dikelompokkan berdasarkan kemampuan fiskal daerah induknya. Daerah
dikatakan mempunyai kemampuan fiskal vang kuat apabila indeks kapasitas
fiskalnya sama atau lebih dan 2 (dua). Daerah vang tergolong mempunyai
kemampuan fiskal kuat mempunyai nilai indeks antara satu dan dua™.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mencantumkan biaya-biaya
pembangunan besarnya dipengaruhi oleh kemampuan fiskal suatu daerah.
Pada kegiatan dan tujuan pembangunan tercapai lebih cepat dengan kapasitas
fiskal yang sangat kuat. Hal ini mempercepat pembangunan, yang berdampak
positif pada pertumbuhan ekonomi.

Mengembangkan kebijakan fiskal yang dapat meningkatkan pendapatan
daerah dengan tetap memperhatikan efisiensi keadilan, dan efektivitas sangat
penting agar meningkatkan sumber pembiayvaan pembangunan. Sesuai dengan
kebijakan fiskal, retribusi dan pajak mempunyai peranan penting dalam
pendanaan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pertumbuhan
daerah guna mewujudkan otonomi daerah yang rill, adaptif, dan akuntabel.

Peta Kapasitas Fiskal Daerah didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan RI
193/PMK.07/2022, Sebagaimana tercantum pada pasal 2 ayat (2) huruf b,
terdapat tahapan dalam proses pembuatan peta Kapasitas Fiskal Daerah
kabupaten dan kota. Tahapan tersebut adalah:

a. periama ,menghitung Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten dan kota
b. kedua, menghitung Rasio Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten dan kota.

Rumus vang digunakan untuk menghitung kapasitas fiskal daerah kabupaten
dan kota yang tercantum dalam “Pasal 3 ayat (2) huruf a™ adalah :
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KFD kabupaten'kota = pendapatan — [pendapatan yang  penggunaannya
sudah ditentukan + belanja tertentu |

Pendapatan yang dimaksud yaitu

a. Pendapatan Ash Daerah

b. Pendapatan Transfer

c. Lain lain pendapatan yang sah

Dana Otonomi Khusus diperuntukkan bagi pendapatan vang penggunaannya
sudah ditentukan,

Belanja yang dimaksud meliputi ;

a. Belanja pegawai b. Belanja bagi hasil

c. Belanja Bunga  d. Alokasi dana desa

Rumus 1m  digunakan untuk menghitung rasio kapasitas fiskal daerah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b,

KFD kabupaten/kota;

RKFD kabupaten'kota =
Belanja pegawai kab/kota

Keterangan:

RKFD kabupaten/kota-i Rasio kapasitas fiskal daerah kabupaten'kota
KFD kabupaten/kota-i = Kapasitas fiskal daerah kabupaten/kota
Belanja Pegawai Belanja Pegawai kabupaten'kota

Berdasarkan PMK Republik Indonesia No.193/PMK.07/2022 menyebutkan
berdasarkan perhitungan RKF, daerah dikelompokkan berdasarkan kategori
sebagai berikut:

1. Daerah vang RKF nya lebih dan atau sama dengan 2,171 adalah daerah
dalam kategon Rasio Kapasitas Fiskal sangat unggi
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2. Daerah yang RKF nya antara lebih dari atau sama dengan 1.838 sampai
kurang dari 2,171 adalah daerah dalam kategori Rasio Kapasitas Fiskal
tinggi

3. Daerah yang RKF nya antara lebih dari 1,504 sampai kurang 1.838 adalah
daerah dalam kategon Rasio Kapasitas Fiskal Sedang:

4. Daerah yang RKF nya kurang dari atau sama dengan 1.171 sampai kurang
dari 1.504 adalah daerah dalam kategon Rasio Kapasitas Fiskal rendah

5. Daerah yang RKF nya kurang dari atau sama dengan 1.171 (IKF < 1.171)
adalah daerah dalam kategori Rasio Kapasitas Fiskal sangat rendah.

. Tinjaunan Empiris

Penulis terlebih dahulu melakukan tinjauan pustaka yang relevan dan
berkaitan dengan subjek sebelum memulai penelitan. Datanya dituangkan
pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No Peneliti Metode Variabel Kesimpulan
Widi Dian Analisis pajak daerah, Hasil penelitian
1 Istiningsih, Kuoantitatif retribusi daerah, menyimpulkan  pajak
Andy Dwi bagi hasil pajak,  daerah, retribusi daerah,
Bayu produk domestik  bagi hasil pajak, produk
Bawono regional bruto, domestic regional
(2022) kapasitas fiskal bruto, berpengaruh
terhadap kapasitas

fiskal

2. Ewvrintia Metode PADDAUDAK  Hasil dalam penelitian
(2020) regresi Kinerja kevangan menyatakan bahwa
linear pemerintah PAD berpengaruh
berganda  daerah positif terhadap kinerja

keuangan  pemerintah
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No Peneliti Metode Variabel Kesimpulan

daerah. Dana Alokasi
Umum berpengaruh
negatif terhadap kinerja
kevangan pemerintah
dacrah. Dana Alokasi
Khusus berpengaruh
negatif terhadap kinerja
keuangan  pemerintah
dacrah.

3. Muhammad analisis Pajak Daerah, Hasal penelitian
Fachrozi statistik Retribusi Daerah, menunjukkan  bahwa
(2020) deskriptif  Kemampuan Pajak  Daerah dan

Keuangan Daerah  Retribusi Daerah
berpengaruh  signifikan
terhadap Kemampuan
Keuangan Daerah

4. Fankiskus Metode pajak daerah, Hasil penelitian
Kristop kualitatif  retribusi  daerah, menunjukan bahwa
(2019) produk domestik pajak  daerah retribusi

regional  bruto, daerah, produk

dan bagi hasil domestic regional bruto,

pajak. kapasitas dan bagi hasil pajak

fiskal berpengaruh  terhadap
kapasitas fiskal daerah
Kota Batu

5  Frits Analisis PAD, Kapasitas Hasilnya PAD
Fanggidae kuantitatif  fiskal berpengaruh positif
(2019 dalam meningkatkan
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No Peneliti Metode Variabel Kesimpulan
kapasitas dan ruang
fiskal daerah.

7.  Slamet Regresi Dana Hasil menunjukan
widodo data panel  perimbangan, bahwa Dana
(2020 indeks kapasitas perimbangan,

fiskal berpengaruh positif
terhadap indeks
kapasitas fiskal

8 R neneng Regresi PAD dana  Hasil menunjukan
rina data panel perimbangan, bahwa PAD,
(2018) Kemandirian berpengaruh  terhadap

keuangan daerah  Kemandirian keuvangan
daerah sedangkan dana
perimbangan
berpengaruh negatif

9  Ambar Analisis pertumbuhan Variabel pertumbuhan
Wilujeng Regres penduduk, penduduk memiliki
(2014) ECM pertumbuhan dampak negatif dan

ekonomi, signifikan terhadap
kemandirian kemandirian  keuangan
daerah daerah

C. Kerangka Pemikiran

Untuk mendanai pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan,

Pendapatan Asli Daerah menjadi sumber pendapatan yang sangat penting.

Karena itu, pemerintah sangat ingin memperbaiki dan menggali setiap
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peluang yvang ada di setiap daerah. Terdapat korelasi antara pendapatan ash
daerah dengan kemajuan ekonomi dan kemandirian daerah.

Nurafni dan Muslimin (2019) menemukan bahwa sejauh mana Kabupaten
Kota di Provinsi Sulawesi Tengah bersifat mandiri, pada temuannya
pendapatan asli daerah berpengaruh  positif dan  signifikan  dengan
kemandirian daera. Hal ini  bahwa daerah dapat menjadi mandiri secara
finansial dan pemerintah pusat dapat menurunkan alokasi dana perimbangan
jika PAD mereka lebih tinggi dibandingkan jumlah bantuan dan pinjaman
yang mereka terima dari pemerintah pusat dan provinsi. PAD merupakan
mekanisme pendanaan yang mencerminkan keadaan sebenarnya suatu daerah
secara akurat karena berasal dari daerah itu sendiri. Hasilnya, semakin banyak
daerah yang mencapai swasembada kevangan, yang menunjukkan
kemampuan mereka untuk mendanai pembangunan dan imsiatif pemerintah

mereka sendiri.

Dana transfer pemerintah pusat berpotensi mempengaruhi peningkatan rasio
kapasitas fiskal. Ada kemungkinan bagi daerah untuk meningkatkan
kemampuannya dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan prioritas dengan
sejumlah besar pendapatan transfer yang mereka terima dari pemerintah
negara. Dana perimbangan APBN disalurkan ke daerah sebagai bagian dari
rangka mencapai otonomi daerah. Kesenjangan anggaran antara pemerintah
pusat dan pemerintah regional, dapat dikurangi dengan alokasi dana
perimbangan. Untuk memastikan bahwa tidak ada disparitas sumber daya
keuangan antar daerah, pemerintah pusat mengalokasikan dana ke pemerintah
daerah melalui program transfer pendapatan pemerintah pusat. Hal imi
memungkinkan pemerintah pusat untuk mengakomodasi berbagai kapasitas
keuangan di berbagai daerah.

Penduduk di suatu daerah memiliki peran penting sebagai konsumen atau
produsen. Peningkatan jumlah penduduk dapat meningkatkan permintaan dan
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penawaran, yang menguntungkan banyak pihak. Hal im berdampak pada
pertumbuhan kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Dengan meningkatnya
kegiatan ekonomi, pendapatan daerah dan pajak dan retribusi akan meningkat,
yang pada gilirannya memperkuat kemandirian keuangan daerah.

Karena hampir tidak ada tindakan pemerintah yang dapat dilaksanakan tanpa
dukungan finansial, dana memainkan peran penting dalam pelaksanaan tugas
pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan pengurangan ketergantungan
pada pendanaan pemerintah pusat dalam konteks pembentukan pemerintahan
daerah dengan jumlah paling sedikit mungkin. Tujuannya adalah agar
Pendapatan Asli Daerah secara bertahap menggantikan pendanaan transfer
sebagai mekanisme utama untuk mendanai pengeluaran pemerintah daerah,
schingga mengurangi ketergantungan pada pemerintah negara. Dalam
melaksanakan  inisiatif  pemerintah  didaerah, pertimbangan  keuangan
sangatlah penting. Oleh karena itu, ketersediaan dana merupakan salah satu
indikator utama kemampuan daerah dalam menjalankan otonominya. Dalam
konteks imi, kapasitas fiskal daerah adalah sejauh mana suatu daerah dapat
memenuhi kewajiban keuangannya sendini agar tidak selalu bergantung pada
subsidi dan bantuan dana APBN. Suatu gagasan akan dijadikan variabel pada

penelitian ini diambil dengan kerangka pemikiran tersebut.

Pendapatan Asli
Daerah

Rasio Kapasitas

Dana Transfer Fiskal

Jumlah Penduduk

Gambar 1. Kerangka Pemikiran
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D. Hipotesis

Berdasarkan dan rumusan masalah maka penulis membuat hipotesis  yaitu

sebagai berikut :

1. Diduga Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Rasio
kapasitas fiskal di Provinsi Lampung tahun 2017-2022,

2. Diduga Dana Transfer berpengaruh positif terhadap rasio kapasitas fiskal
di Provinsi Lampung tahun 2017-2022,

3. Diduga Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap rasio kapasitas
fiskal di Provinsi Lampung tahun 2017-2022

4. Diduga Pendapatan Asli Daerah Dana Transfer Dan Jumlah Penduduk
secara simultan berpengaruh terhadap Rasio kapasitas fiskal di Provinsi
Lampung tahun 2017-2022.



. METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Ruang Lingkup Penelitian

Metode kuantitatif dan deskrnptif digunakan penubis pada penelitian im.
Penelitian 1im menggunakan data sekunder, yang berdasarkan pada informas:
yang diambil dan karya-karya yang diterbitkan sebelumnya oleh organisasi-
organisasi seperti Kementerian Keuangan Provinsi Lampung dan Badan Pusat
Statistik (BPS). Sumber data sekunder meliputi perpustakaan. arsip, dan
makalah lain yang tersedia untuk umum. Penelitian ini menggunakan Rasio
Kapasitas Fiskal vaitu variabel terikatnya dan Pendapatan Asli Daerah,
Pendapatan Transfer, dan Jumlah Penduduk yaitu variabel bebasnya. Pada
tahun 2017 hingga 2022 penelitian ini mengamati 2 kota dan 13 kabupaten di
Provinsi Lampung. Data yang digunakan data panel, terdinn dari informasi
time series dan cross-sectional. Data cross-sectional Provinsi Lampung
berasal dari 13 kabupaten dan 2 kota, sedangkan data time series mencakup
tahun 2017-2022.

Tabel 3.1 Deskripsi Variabel Penelitian

Variabel Simbol Satuan Sumber
Data
Pendapatan Asli Daerah PAD Milyar Rupiah  Kemenkeu
Dana Transfer DT Milyar Rupiah  Kemenkeu
Jumlah Penduduk P Juta Jiwa BPS

Rasio Kapasitas Fiskal RKFD  Rasio Kemenkeu
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B. Definisi Variabel

Untuk menjelaskan variabel-variabel yang digunakan pada penelitian im,
dibawah ini merupakan penjelasan yang menjadi fokus untuk dianalisis :

1. Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan ash daerah menjadi jenis penerimaan daerah yang bersumber dari
perekonomian daerah dan potensi vang belum dimanfaatkan (Siungkir,
2009). PAD vang lebih besar menunjukkan bahwa suatu daerah udak
memerlukan dana pemerintah pusat untuk menutupi pengeluarannya. Data
vang digunakan adalah data Perubahan Pendapatan Asli Daerah yang dihitung
dengan rumus APAD=PAD,-PAD,.| pada realisasi anggaran pendapatan pada
pos pendapatan asli daerah mulai periode 2017-2022. Data diperoleh dari

Kementerian Kenangan.
2. Dana Transfer

Dana transfer yvaitu Pendapatan APBN ransfer kepada pemerintah regional
schingea daera dapat memenuhi kebutuhan wilayahnya sendin dan
berinvestasi dalam imsiatif desentralisasi. Data vang digunakan adalah data
Perubahan Dana transfer vang dihitung dengan rumus ADT=DT-DT, ; pada
realisasi anggaran pendapatan mulai periode 20172022, Data diperoleh dari

Kementerian Keuangan.
3. Jumlah Penduduk

Penduduk mencakup setiap individu yang tinggal di wilayah suatu negara
selama enam bulan atau lebih, atau mereka yang tingeal kurang dari enam
bulan namun memiliki niat untuk menetap secara permanen. Data yang
digunakan adalah data Perubahan Jumlah penduduk yang dihitung dengan
rumus A JP =JP- JP ..y mulai periode 2017-2022. Data diperoleh dari BPS.
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4. Rasio Kapasitas Fiskal

Rasio Kapasitas Fiskal, pengelompokan daerah berdasarkan peta kapasitas
fiskalnya, hal im memberikan gambaran mengenai kapasitas kevangannya dan
menjadi acuan dalam menilai kemampuan pengelolaan keuvangan masing-

masing daerah. Berikut merupakan rumus Rasio kapasitas fiskal:

- KFD kabupaten keta-1
- "Belanja pegawal punion

REKFD apnpaieniom

Data yang digunakan adalah data rasio kapasitas fiskal daerah, dimulai pada
periode 2017-2022. Data diperoleh dari kementerian keuangan tentang peta
kapasitas fiskal daerah.

- Metode Analisis

Pendekatan regresi linear berganda digunakan untuk analisis dalam penelitian
ini. Analisis regresi ini berupaya mencani rata-rata (populasi) dengan cara
menguji hubungan suatu vanabel terikat terhadap faktor lain atau variabel
bebas (Gujarati, 2009).

Model persamaan regresi nya adalah sebagai berikut ini:
RKFD; = fo+ Bi PADy + 82 DTy L B2 JP & + i

Keterangan :

RKFD :  Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (rasio)
PAD :  Pendapatan Asli Daerah (milyar rupiah)
DT :  Dana Transfer (milyar rupiah)

JP ¢ Jumlah penduduk (Juta Jiwa)

Pu :  Konstanta

Brzs, :  Koefisien Regresi

| I Cross section

T : Hme Series

Hir : Errortem



D. Prosedur Analisis Data
1. Analisis Statistic Deskriptif
Analisis statistic desknptif kuantitatf digunakan agar dapat mengkarakterisasi
semua variabel penelitian secara sistematis. Tabel statistk deskniptif yang
menampilkan nilai tertinggi, rendah, dan nilai rata-rata pada variabel

penelitian.

2. Metode Regresi

Untuk mendapatkan model yang tepat untuk regresi data panel dapat
dilakukan dengan 3 (tiga) pendekatan yaitu Fived Effect Model, Random
Effect Model, dan Common Effect Model.

a. Metode Common Effect Model (CEM)

Menurut Widarjono (2018) Commen effect model adalah pendekatan paling
dasar untuk pengestimasian data panel karena pada metode ini hanyalah
menggabungkan data deret wakin dan data lintas  bagian tanpa
mempertimbangkan perbedaan individual atau temporal Gujarati (2009)
menuliskan model persamaan common effectmodel dibawah ini:

Yi = fio + BiX1i + BoXow + pa

Keterangan :
Y : Variabel terikat
Xwdan Xsy ¢ Variabel bebas
o : Constanta
B, P2 : coefisien regresi
Hit : Errorterm

b. Metode Fixved Effect Model (FEM)

Menurut Widarjono (2018) motode fived effect model menunjukkan variasi
intersep penampang tetapi mempertazhankan kemiringan yang Konsisten

(koefisien regresi) sepanjang waktu. Berikut persamaan fixed effect model
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yang biasa disebut pendekatan Least Squares Dummy Variables (LSDV)
(Gujarati, 2009).

Y= Poi + PiXui + BaXi + BsDui + PaDza + PuDiia + pia

Keterangan :
Y ¢ Varabel terikat individu
Xigdan Xau @ Vanabel bebas individu
Po :  Konstanta
Bi, Bz ... :  Koefisien regresi
DD s : 1 untuk lintas individu memiliki pengaruh dan 0 untuk lintas
individu tidakmemiliki pengaruh
Wit . Error term

¢. Metode Random Effect Model (REM)

Menurut Widarjono (2018). Data panel dengan potensi korelasi vang
bergantung pada waktu dan orang antara faktor-faktor gangguan dapat
diperkirakan dengan menggunakan Random Effect Model (REM). Gujarati
(2009) menuliskan persamaan REM dibawa ini.

Yiu =Bo+ BiXoe + B2Xaie + f3Xsu + €l + pa

Yi=Bo+ frXue + B2Xou + B1Xze + wa

Keterangan :
i ¢ Variabel terikat individu
Xiadan X5y @ Variabel bebas individu
Po : Constanta
Bizs ¢ coefisien slope
Ui : Error term individu ke 1 dan wakiu ke t
el :  Error term

Wi toE 4
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3. Pemilihan Metode Regresi Data Panel
a. Uji Chow

Dua model, Common Effect Model (CEM) dan Fixed Effect Model (FEM),
dibandingkan menggunakan up Chow. Berikut hipotesisnya.

Ho = Common Efect Model
Ha = Fixed Effect Model

Untuk menolak Ho dan menerima Ha maka F-hitung nilainya lebih besar dari
pada nilai F-tabel. Dalam hal ini, Fived Effect Model adalah yang paling
sesual. Sebaliknya, Comumon Effect Model ditetapkan layak diterapkan ketika
nilai F-hitung lebih kecil dari nilai F-tabel, sehingga menyebabkan
diterimanya H, dan ditolaknya H,. Sebagai alternatif juga dapat melihat nilai
P-value. Fixed Effect Model sebaiknya digunakan bila P-value lebih rendah
dari taraf sebenarnya (a). namun Common Effect Model sebaiknya digunakan
bila P-value lebih besar dar taraf nyata (a).

b. Uji Hausman

Dua model yang dibandingkan adalah Model Efek Tetap (Fived Effect Model)
dan Model Efek Acak (Random Effect Model) menggunakan uji Hausman.
Hipotesis yvang diuji adalah sebagai berikut:

Ho = Random Effect Model
Ha = Fixed Effect Model

Untuk kriteria menolak H,, dan menerima H, jika mlai Chi-Square lebih besar
(=) dari nilai Chi-Square tabel. Model Fived Effect ditentukan mnjadi model
yvang paling sesuai. Apabila nilai Chi-Square kurang dari nilai Chi-Square
tabel, maka menerima hipotesis He dan menolak hipotesis Hy. Maka Contmon
Effect Model adalah yang paling sesuai. Selain itu, nmilai p-value dapat
dilakukan. Apabila p-value lebih dan (a) sebenarnya, Random Effect Model
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menjadi pilihan yang tepat, sedangkan Fived Effect Model menjdi pilihan
vang tepat bila p-value mlamya kurang dari (a) sebenarnya.

c. Uji Lagrange Multiplier

Kedua model yaitu Commaon Effect Model (CEM ) dan Random Effect Model
(REM) vang dapat dipilih terbaik menggeunakan uji ini. Berikut hipotesis
pengujian ini

Ho = Common Effect Model
Ha = Random Effects Model

Ketika nilai P-value berada diatas taraf aktual (o), maka harus menolak
hipotesis H.. Hasilnya melihatkan bahwa model random effect paling cocok
digunakan. Sebaliknya, kita dapat menolak Ha bila nilai P kurang dari nilai
scbenarmya (@=3%). Dapat menyvimpulkan Common Effect Model adalah yang
paling cocok untuk model regresi.

4. Pengujian Asumsi Klasik

Agar pngestimasian OLS yang ada menjadi pilian yang terbaik, maka model
regresi sebelumya harus berdasarkan syarat pengujian asumsi klasik. Syarat
vang harus terpenuhi adalah Best Linear Unbiased Estimator.

a. Uji Multikolinearitas

Menurut Widarjono (2018) Rahner Frish pertama kali menggunakan kata
“multikolincaritas™ dalam karyanya. Saling ketergantungan variabel
independen regresi diperjelas dengan multikolinearitas. Dengan menggunakan
korelasi parsial antara variabel independen, penelitian im akan menemukan
permasalahan  multikolinearitas. Menurut  Widarjono  (2018), koefisien
korelasi yang tinggi didefinisikan sebagai nilai di atas 0,85 menunjukkan
adanya masalah multikolinearitas dalam model. Tidak menunjukan terjadinya
multikolinearitas ketika nilai koefisien korelasinya rendah.



b. Uji Heterokedastisitas

Liji heteroskedastisitas dilakukan agar dapat melihat varian tidak konstan pada
variabel gangguan. Melihat mlai probabilitas menunjukkan adanya masalah
heteroskedastisitas. Twdak terjadi masalah heteroskedastisitas bila nila prob
lebih besar darn taraf nyata (o) atau (0,05, dan terdeteksi masalah
heteroskedastisitas ketika nilai prob kurang dan taraf nyata (a) atau 0,05.
Metode tambahan untuk menguji heteroskedasusitas mencakup deteksi pola
prafik residu. Tidak ada pola residu yang terlthat jka residunya
homoskedastis, atau mempunyal varian yang sama. Akan tetapi, pola yang
berbeda akan muncul jika residunya menunjukkan heteroskedastisitas.

5. Pengujian Hipotesis

Pada intinya, ekonometrika adalah tentang pengujian hipotesis. Tes ini tidak
hanya berguna untuk menarik kesimpulan penelitian, tetapi juga digunakan

untuk memeriksa keakuratan data penelitian.
a. Ujit

Menurut Gujarati (2008) Dengan pengasumsian seluruh vanabel inndependen
lain tetap bersifat konstan, uji t-stat digunakan agar dapat mengetahui
seberapa besar pengaruh tiap variabel independen terhadap variabel dependen.
Pada penelitian ini dilakukan uji t sebagai berikut:

1. Pengaruh Pendapatan Ash Daerah terhadap Rasio Kapasitas Fiskal
H. : pi= 0, Pendapatan Ash Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap
Rasio kapasitas fiskal di di Provinsi Lampung tahun 2017-2022.
H. : 1 = 0. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan
terhadap Rasio kapasitas fiskal di Provinsi Lampung tahun 2017-2022.
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2. Pengaruh Pendapatan Transfer terhadap Rasio Kapasitas Fiskal

Ho : p2 = 0 Pendapatan Transfer tidak berpengaruh sigmfikan terhadap
Rasio kapasitas fiskal di di Provinsi Lampung tahun 2017-2022.

Ha : B2 = 0, Pendapatan Transfer berpengaruh positif dan signifikan
terhadap Rasio kapasitas fiskal di Provinsi Lampung tabhun 2017-2022.

3. Pengaruh Jumlah penduduk terhadap Rasio Kapasitas Fiskal
H. : B2 = 0 Jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap Rasio
kapasitas fiskal di di Provinsi Lampung tahun 2017-2022.
H. : Pz = 0, Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Rasio kapasitas fiskal di Provinsi Lampung tahun 2017-2022.

Derajat kebebasan (df) didefinisikan sebagai selisih antara jumlah observasi (n)
dengan jumlah varabel (k), dengan tingkat signifikansi (0,05 dan k merupakan
jumlah variabel vang digunakan pada penelitian im. Dengan demikian maka
kriterianya adalah menolak hipotesis (Ho) apabila nila t-hitung lebih tinggi(>)
daripada nilai t-tabel: menerima hipotesis (Ho) apabila nilai t-hitung lebih
kecil (@ ): dan terima H,, jika nila probability nya kurang dari 0,05.

b. UjiF

Agar dapat mengetahui hubungan variabel independen memiliki pengaruh
signifikan secara statistik terhadap variabel deependen secara bersamaan

digunakan upi F (Gujarati, 2009). Hipotesis berikut im:

Ho: variabel bebas secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh terhadap
variabel terikat.

Ha: variabel bebas secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel
terikat.

Adapun cara untuk menguji hipotesis yaitu dengan membandingkan nilai f
yang dihitung dengan f-tabel; Hal ini akan mengungkap nilai probabilitas F-
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statistik vang selanjutnya dapat digunakan untuk menolak ataupun menerima

hipotesiis.
6. Koefisien Determinasi (R Square)

Salah satu cara menilai efektivitas regresi data panel adalah dengan melihat
koefisien determinasi (R?). Metrik ini menunjukkan sejauh mana variabel
independen menjelaskan fluktuasi yang diamati pada variabel dependen.
Terdapat rentang nilai R?, dari nol hingga satu, dengan rentang pastinya
adalah 0 < R? < 1. Pengaruh yang lebih tinggi terhadap varabel terikat dan
model yang lebih baik ditunjukkan dengan nilai R? yang mendekat: 1 (satu ).
Mamun ketika mendekati nol, proporsi variabel terikat yang berasal dan
variabel bebas semakin berkurang.



¥ KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Kesimpulan berikut dicapai setelah menjelaskan dan menganahisis data.

1. Berdasarkan tujuan penelitian adalah untuk menguji pengaruh Pendapatan
Ash Daerah Provinsi Lampung terhadap rasio kapasitas fiskal pada tahun
2017 sampai dengan tahun 2022. Di Provinsi Lampung, Rasio Kapasitas
Fiskal Daerah dipengaruhi secara signifikan oleh Pendapatan Asli Daerah
pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, sesua dengan temuan penelitian.
Dengan demikian, jelas terlihat adanya korelasi positif antara Pendapatan
Asli Daerah dengan rasio kapasitas fiskal daerah, vang merupakan ukuran
kemampuan suatu daerah dalam mengelola kevangannya sendn melalui PAD.
Peningkatan PAD mungkin menandakan berkurangnya atau setidaknya
berkurangnya jumlah vang transfer yang diterima oleh pemerintah pusat. Bila
hal ini berhasil terlaksana, maka kita katakan daerah tersebul otonom.
Kontribusi PAD  untuk  membiayai  kebutuhan atau belanja  daerah
mencerminkan tingkat kemandirian,

2. Berdasarkan tujuan penclitian menganalisis Dana Transfer terhadap rasio
kapasitas fiskal di Provinsi Lampung tahun 2017-2022, hasil peritungan
diperoleh Dana Transfer tidak berpengaruh dan undak signifikan terhadap
Rasio Kapasitas Fiskal Daerah di Provinsi Lampung tahun 2017-2022. Hal ini
berarti ketika Dana Transfer meningkat maka dapat menurunkan rasio
kapasitas fiskal daerah. Dana Transfer dalam hal ini menunjukan semakin
sedikit dana transfer yang diberikan kepada daerah akan semakin sediknt
ketergantungan daerah terhadap negara. Semakin maju suatu daera maka akan
semakin sedikit juga Dana Transfer vang diterima oleh daerah. Sebaliknya,
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semakin rendah tingkat kemajuan daerah maka semakin meningkat besaran
dana transfer yang akan didapat oleh daerah, hal ini mampu membuat kinerja
keuangan pemerintah semakin menurun.

Berdasarkan tujuan penelitian menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk
terhadap rasio kapasitas fiskal di Provinsi Lampung tahun 2017-2022, hasil
peritungan diperoleh Jumlah Penduduk tidak berpengaruh dan tidak signifikan
terhadap Rasio Kapasitas Fiskal Daerah di Provinsi Lampung tahun 2017-
2022, Ini berarti ketika Jumlah Penduduk meningkat maka dapat menurunkan
rasio kapasitas fiskal daerah.

Tujuan penelitian telah tercapai, dan temuan menunjukkan bahwa Rasio
Kapasitas Fiskal Daerah di Provinsi Lampung secara bersama-sama
dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer, dan Jumlah
Penduduk.

Saran

Beberapa rekomendasi yang muncul dari kumpulan literatur yang ada yaitu
sebagai berikut.

Pemerintahan Provinsi Lampung hendaknya mengoptimalkan pendapatan dari
potensi daerah yang ada agar lebih memaksimalkan hasil pengelolaan potensi
Pendapatan Ash Daerah. Untuk memperluas PAD, Pemerintah Daerah harus
mengambil inisiatif vang efekuf. Ketika suatu daerah memperoleh otonom
yang lebth besar. ketergantungannya pada pembayaran transfer pusat
berkurang, wvang pada akhirnya meningkatkan besaran PAD  melalui
pengumpulan besaran pajak dan retribusi daerah vang efisien.

Pengurangan ketergantungan keuangan daerah dan pembentukan daerah
otonom merupakan harapan bahwa pemerintah daerah dapat mengalokasikan
dana transfer APBN secara efekuf dan efisien. Karena itu, harapanya
pemerintah  dapat memanfaatkan potensi kabupaten dan kota untuk
meningkatkan pendapatan daerah dan pembangunan, termasuk PAD, dengan
berinvestasi pada sumber daya manusia.
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